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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan dan Kkriteria
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) penerima BLM-PUAP (Bantuan Langsung
Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), untuk mengetahui
sistem penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani, untuk mengetahui tingkat
pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP, untuk mengetahui bagaimana sikap
petani terhadap program PUAP dan untuk mengetahui dampak program PUAP
terhadap sosial ekonomi petani di Kecamatan Pancur Batu. Daerah penelitian
ditentukan secara purposive, yaitu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli
Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah petani anggota Gapoktan penerima
pinjaman. Jumlah populasi adalah 229 orang dan sampel diambil secara cluster
sampling sebanyak 30 orang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
data sekunder dan primer. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara
deskriptif dan Skala Likert. Hasil penelitian, antara lain: proses penetapan dan
kriteria Gapoktan penerima BLM-PUAP telah sesuai dengan pedoman umum
PUAP Tahun 2008. Sistem penyaluran bantuan kepada petani yaitu dalam bentuk
pinjaman dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Tingkat
pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP di daerah penelitian tergolong macet.
Sikap petani penerima pinjaman dana BLM-PUAP terhadap Program PUAP di
daerah penelitian adalah positif. Dampak sosial program PUAP kepada petani
yaitu bertambahnya pengetahuan petani tentang simpan-pinjam di Gapoktan,
meningkatnya frekuensi interaksi antar petani, dan timbulnya konflik antar
pengurus Gapoktan. Sedangkan dari sisi ekonomi yang ditimbulkan oleh program
PUAP adalah petani dapat memperoleh bantuan pinjaman BLM-PUAP dengan
prosedur dan syarat yang mudah.
Kata Kunci: Evaluasi, Program, Agribisnis, Perdesaan

Abstract
This research aims are to determine the criteria and establishment process
of BLM-PUAP(Society direct Subsidy-Rural Agribusiness Development)



Gapoktan (Farmer Group Union) receiver, to determine distribution system of
PUAP-BLM funds to farmers, to determine the level of loan repayment BLM-
PUAP, to know how the attitudes of farmers are for PUAP program and to
determine the impact of the program PUAP to socioeconomic farmers in Pancur
Batu District. The area determined by purposive way in Pancur Batu District Deli
Serdang Regency. Population comes from farmers who are Gapoktan members
loan receiver with 229 farmers and sampel determined by cluster sampling about
30 farmers. The method of determining the area of research chosen purposively
(intentionally). Data collected in this study is secondary and primary data. Data
analysis method used is descriptive and Likert Scale. The results are: the criteria
and establishment process of BLM-PUAP Gapoktan receiver has accordanced
with the General Guidelines PUAP 2008. Distribution system of BLM-PUAP
funds to farmers by loans system with established terms and procedures. Rate of
return on BLM-PUAP loans in the study area classified traffic. The attitude of the
respondent farmers receiving loans against BLM-PUAP for PUAP Program in
the study area is positive. Impact PUAP program to farmers in terms of social
outcomes include: increased knowledge of farmers about save up-borrow in
Gapoktan, increased frequency of interaction between the farmer, and happened
conflict between Gapoktan managements. Whereas side of economy posed by
PUAP program is farmers can get help BLM-PUAP loans with loan terms and
procedures are easy.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah penduduk
miskin tercatat 32,53 juta jiwa di Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 20,65
juta jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian.
Pada umumnya petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki
luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan
masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus
menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan
secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pengurangan penduduk
miskin (Peraturan Menteri Pertanian, 2008; 1).

Masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah
keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Masalah modal tersebut
diantaranya adalah sebagian besar petani mengalami kekurangan modal untuk
berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, belum adanya asuransi pertanian,
masih adanya praktek sistem ijon dan sistem perbankan yang kurang peduli
kepada petani (Prihartono, 2009).



Jika ditelusuri lebih jauh, permasalahan yang dihadapi dalam permodalan
pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini yaitu lemahnya
organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan
kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga
sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya. Kemampuan petani dalam
mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga keuangan
perbankan dan non-perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral,
Capacity, Capital dan Condition) dalam menilai usaha pertanian yang tidak
semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, usaha
di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih
terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi
dan sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya
lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Gea, 2012).

Mulai tahun 2008 Departemen Pertanian memberikan dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) per desa
PUAP atau Gapoktan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP). Program ini adalah program terobosan Departemen Pertanian
untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan
khususnya desa miskin dan tertinggal (Departemen Pertanian, 2010).

Kecamatan Pancur Batu menerima dana BLM-PUAP sebesar Rp
700.000.000 dengan 7 desa PUAP. Berarti Kecamatan Pancur Batu menempati
no. urut dua (2) terbesar penerima dana BLM-PUAP se-Kabupaten Deli Serdang
tahun 2008. Artinya dana BLM-PUAP sebesar Rp 700.000.000 disalurkan kepada
7 Gapoktan (Desa PUAP) yang ada di Kecamatan Pancur Batu pada tahun 2008.

Program PUAP merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan
salah satu tujuan program PUAP adalah mengurangi kemiskinan dan
pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis
di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. Akan tetapi keadaan di Kecamatan
Pancur Batu tidak seperti yang diharapkan. Hal ini dapat kita ketahui dari jumlah
rumah tangga miskin (rumah tangga sasaran) di Kecamatan Pancur Batu dari
Tahun 2008 sampai tahun 2011 tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung

meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2008, jumlah rumah



tangga miskin sebanyak 3.374 KK, tahun 2009 (4.095 KK) dan tahun 2010 (4.106

KK) dan tahun 2010 (5.562 KK).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan dan kriteria Gapoktan (Gabungan Kelompok
Tani) penerima BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan) di daerah penelitian?

2. Bagaimana sistem penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani di daerah
penelitian?

3. Bagaimana tingkat pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP di daerah
penelitian?

4. Bagaimana sikap petani terhadap program PUAP di daerah penelitian?

5. Apa saja dampak program PUAP terhadap sosial ekonomi petani di daerah
penelitian?

Tujuan penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui proses penetapan dan kriteria Gapoktan (Gabungan
Kelompok Tani) penerima BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat-
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) di daerah penelitian.

2. Untuk mengetahui sistem penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani di
daerah penelitian.

3. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP di daerah
penelitian

4. Untuk mengetahui bagaimana sikap petani terhadap program PUAP di daerah
penelitian.

5. Untuk mengetahui dampak program PUAP terhadap sosial ekonomi petani di
daerah penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli
Serdang. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara purposive (sengaja)

dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data sekunder yang diperoleh,



kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan penerima dana BLM-PUAP
terbesar kedua di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari angggota Gapoktan penerima pinjaman
dana BLM-PUAP dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data
sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait yaitu kantor Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang, BPTP, BPS, kepala desa, serta instansi lainnya yang
berkaitan dengan penelitian.

Identifikasi masalah 1) dianalsis secara deskriptif dan dibandingkan dengan
Pedoman Umum (Pedum) PUAP tahun 2008. Untuk Identifikasi masalah 2)
dianalisis secara deskriptif dan menggambarkan secara jelas tentang sistem, syarat
dan prosedur penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani. Identifikasi masalah 3)
dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggunakan tabulasi sederhana antara
jumlah pinjaman petani anggota Gapoktan, jumlah pinjaman yang dikembalikan
dan jumlah bulan pengembalian serta bentuk persentasenya untuk melihat tingkat
pengembalian pinjaman (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan
dan macet). Untuk ldentifikasi masalah 4, dinalisis dengan menggunakan Skala
Likert. Untuk pernyataan positif: Sangat Setuju (SS) bernilai 5, Setuju (S) bernilai
4, Ragu-ragu (R) bernilai 3, Tidak Setuju (TS) benilai 2, dan Sangat Tidak Setuju
(STS) bernilai 1. Untuk pernyataan negatif: Sangat Setuju (SS) benilai 1, Setuju
(S) benilai 2, Ragu-ragu (R) benilai 3, Tidak Setuju (TS) bernilai 4, Sangat Tidak
Setuju (STS) bernilai 5.

Rumus skala Likert:
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Deviasi standar skor kelompok

S
Jumlah Sampel

n
Kriteria Uji, apabila: T > 50 = Sikap positif

T < 50 =Sikap negatif
(Nazir, 1983)

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penetapan dan Kriteria Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP
Gapoktan penerima dana BLM-PUAP sebesar Rp 100.000.000 harus

berada pada Desa PUAP yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian terlebih

dahulu. Desa PUAP hanya merupakan desa lokasi Gapoktan penerima BLM-

PUAP. Karena pada dasarnya Gapoktan lah pelaksana program PUAP dalam hal

penyaluran insentif bantuan modal usaha bagi petani serta pengelolaan program

secara keseluruhan.
Proses penetapan Desa Pertampilen, Salam Tani dan Tiang Layar sebagai

Desa PUAP Kecamatan Pancur Batu, adalah sebagai berikut:

1. Tim PUAP Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima daftar calon Desa
PUAP dari tim PUAP pusat.

2. Berdasarkan daftar calon Desa PUAP yang diterima dari tim PUAP pusat, tim
PUAP Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan calon Desa Pertampilen,
Salam Tani dan Tiang Layar sebagai Desa PUAP kepada tim PUAP pusat. T

3. Tim PUAP pusat melakukan verifikasi atas usulan Desa PUAP yang diajukan
oleh seluruh gubernur, bupati/walikota dan aspirasi masyarakat seluruh
Indonesia, termasuk di dalamnya usulan dari tim PUAP Kabupaten Deli
Serdang.

4. Hasil verifikasi Desa PUAP oleh tim PUAP pusat, selanjutnya ditetapkan oleh
Menteri Pertanian sebagai Desa PUAP. Maka pada tahun 2008, berdasarkan
hasil Verifikasi tim PUAP pusat, oleh Menteri Pertanian menetapkan Desa
Pertampilen, Salam Tani dan Tiang Layar sebagai “Desa PUAP”, bersama
dengan 9.997 Desa PUAP lainnya di Seluruh Indonesia

Proses penetapan Desa PUAP sangat menentukan calon Gapoktan yang

akan diusulkan sebagai Gapoktan penerima dana BLM-PUAP. Adapun proses



penetapan Gapoktan Maju Bersama, Usaha Bersama, Arih Ersada yang ada di

Kecamatan Pancur Batu , adalah sebagai berikut:

1. Tim teknis PUAP Kabupaten Deli Serdang mengidentifikasi Gapoktan calon
penerima BLM-PUAP

2. Gapoktan yang ada di Desa PUAP Kabupaten Deli Serdang mengisi formulir
yang merupakan data dasar untuk diajukan oleh Bupati Kabupaten Deli
Serdang sebagai Gapoktan calon penerima BLM-PUAP kepada tim PUAP
pusat.

3. Bupati Kabupaten Deli Serdang mengusulkan 35 Gapoktan calon penerima
BLM-PUAP, termasuk diantaranya: Gapoktan Maju Bersama, Usaha Bersama
dan Arih Ersada kepada kepada Tim PUAP pusat melalui gubernur.

4. Tim PUAP pusat melakukan verifikasi terhadap Gapoktan yang diusulkan oleh
bupati/walikota di seluruh Indonesia.

5. Hasil Verifikasi Tim PUAP Pusat terhadap Gapoktan, selanjutnya ditetapkan
oleh Menteri Pertanian sebagai Gapoktan Penerima BLM-PUAP. Demikian
halnya dengan Gapoktan Maju Bersama, Usaha Bersama, Arih Ersada
ditetapkan dan disahkan sebagai “Gapoktan Penerima BLM-PUAP”, dengan
9.997 Gapoktan lainnya di Seluruh Indonesia.

Proses penetapan Desa Pertampilen, Salam Tani dan Tiang Layar sebagai
Desa PUAP telah sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) PUAP pada tahun
2008. Demikian halnya dengan proses penetapan Gapoktan Maju Bersama, Usaha
Bersama dan Arih Ersada sebagai Gapoktan penerima BLM-PUAP telah sesuai
dengan Pedoman Umum (Pedum) PUAP pada tahun 2008.

Adapun Kriteria Gapoktan penerima BLM-PUAP pada tahun 2008, antara
lain: memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis,
mempunyai struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh petani,
dikukuhkan oleh bupati/walikota.

3.2 Sistem Penyaluran Dana BLM-PUAP Kepada Petani.

Sistem penyaluran dana BLM-PUAP dari Gapoktan kepada petani diatur
dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Anggota (AD/ART) yang
merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengurus Gapoktan, Penyuluh

Pertanian sebagai pendamping dan petani.



Setelah terdaftar dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota,
maka petani anggota Gapoktan telah berhak meminjam dana BLM-PUAP sebagai
modal usahatani dari Gapoktan. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh
pinjaman dana BLM-PUAP harus dipenuhi dan dilengkapi oleh petani. Jika syarat
pinjaman tidak dapat dipenuhi, maka petani tidak berhak untuk memperoleh
pinjaman.

Syarat untuk Memperoleh Pinjaman Dana BLM-PUAP di Desa
Pertampilen, Salam Tani dan Tiang Layar Kecamatan Pancur Batu, yaitu:

1. Terdaftar sebagai anggota

2. Memenuhi kewajiban sebagai anggota
3. Foto kopi KTP/Kartu Keluarga

4. Pasphoto 3x4

5. Akad Qirat (kredit) bermaterai 6000
6. Surat Pernyataan

7. RUA (Rencana Usaha Anggota)

Prosedur Peminjaman dana BLM-PUAP di Gapoktan, adalah sebagai
berikut:

1. Anggota wajib mengisi formulir permohonan (menggunakan materai 6000)
melalui pengurus kelompok asalnya.

2. Apabila permohonan dikabulkan tim kredit, anggota tersebut menyerahkan
jaminan sesuai pinjamanya khusus untuk Desa Tiang Layar

3. Anggota beserta penjamin 3 orang, 2 orang tokoh masayarakat, saksi 1 orang
dari keluarga diharuskan menandatangani akte
perjanjian pinjaman dihadapan panitia kredit.

4. Peminjam dikenakan jasa pinjaman sebesar 2% per bulan.

5. Tenggang waktu pinjaman (jangka waktu pinjaman di Desa Pertampilen dan
Tiang Layar, yaitu 6 bulan dan di Desa Salam Tani, yaitu 9 bulan).

3.3 Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana BLM-PUAP

Tingkat pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP, dapat diketahui dengan
melihat tanggal peminjaman, jumlah pinjaman responden, jangka waktu pinjaman
(jJumlah bulan pengembalian), jumlah pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang

telah dikembalikan dan yang belum dikembalikan.



Tingkat pengembalian pinjaman BLM-PUAP berdasarkan kegiatan

pembayaran pokok dan bunga digolongkan menjadi 5 kelas, yaitu: lancar, dalam

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
1.

5.
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Pinjaman BLM-PUAP di Desa Pertampilen,

Lancar, yaitu: kondisi pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik
dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit (30 hari).

Dalam perhatian khusus, yaitu tunggakan pokok/bunga sampai 90 hari.

Kurang lancar, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga di atas 90 hari sampai
120 hari.

Diragukan, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga di atas 120 hari sampai 180
hari dan cerukan permanen khususnya untuk menutupi rugi dan kekurangan
arus kas.

Macet, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga lebih dari 180 hari.

Salam Tani dan Tiang Layar

No Kualitas Pinjaman Jumlah (orang) Persentase (%)
1  Lancar - 0

2  Dalam perhatian khusus - 0

3  Kurang lancar - 0

4  Diragukan - 0

5  Macet 30 100
Total 30 100

Sumber: Data Primer, diolah, 2012

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemacetan dalam pengembalian

pinjaman dana BLM-PUAP, yaitu sebagai berikut:
1.

Pemahaman yang salah tentang dana BLM-PUAP yang diberikan pemerintah
kepada petani. Sebagian besar petani menganggap bahwa dana BLM-PUAP
tidak perlu dikembalikan, karena dana BLM-PUAP adalah dana bantuan
pemerintah.

Kurangnya kepercayaan petani anggota Gapoktan kepada pengurus Gapoktan.
Kurangnya keteladanan dari pengurus Gapoktan dalam pengembalian pinjaman
dana BLM-PUAP.

Denda pinjaman sudah membengkak karena sudah lama tidak dikembalikan.



5. Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah (Dinas Pertanian) berkaitan
dengan jalannya program PUAP.
6. Kurangnya kegiatan penyuluhan tentang meningkatkan usahatani para petani.
7. Tidak adanya aturan atau sanksi tegas yang menjamin dana BLM PUAP
diberdayakan secara optimal.
3.4 Sikap Petani Terhadap Program PUAP
Sikap petani terhadap program PUAP (Program Usaha Agribisnis
Perdesaan) diketahui dengan melihat jawaban-jawaban petani yang menerima
pinjaman dana BLM-PUAP terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan.
Pernyaataan ini dibagi ke dalam 15 pernyataan positif dan 15 pernyataan negatif.
Sikap dalam hal ini merupakan suatu respon dalam wujud suka atau tidak suka
terhadap suatu objek. Sikap petani bisa berupa positif dan negatif.
Tabel 2.Sikap Responden Terhadap Program PUAP di 3 Desa PUAP

No Sikap Jumlah (Jiwa) Persentase (%0)
1 Positif 19 63,33
2 Negatif 11 36,67
Total 30 100,00

Sumber: Data Primer, diolah, 2012
3.5 Dampak Program PUAP Terhadap Sosial Ekonomi Petani

Dampak sosial program PUAP terhadap petani di daerah penelitian, antara
lain sebagai berikut:

1. Bertambahnya wawasan petani karena mendapatkan pendidikan informal
tentang kegiatan simpan-pinjam di Gapoktan.

2. Meningkatnya frekuensi interaksi antar petani karena setiap bulan diadakan
pertemuan dibalai desa. Sehingga petani dapat sering berkomunikasi dan
berdiskusi untuk mencari solusi tentang masalah yang mereka hadapi dalam
berusahatani

3. Terjadinya konflik antar pengurus Gapoktan karena timbul rasa saling curiga
tentang jumlah dana BLM-PUAP yang masih ada di kas Gapoktan.

4. Timbulnya rasa was-was kepada petani peminjam dana BLM-PUAP karena
adanya isu “tentang tuntutan penjara yang akan dikenakan bagi petani yang

belum mengembalikan pinjaman BLM-PUAP”.
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Dampak ekonomi program PUAP terhadap petani di daerah penelitian

adalah sebagai berikut:

1.

Petani dapat memperoleh bantuan pinjaman BLM-PUAP untuk mengatasi
keterbatasan modal usahatani yang dimiliki para petani

Prosedur dan syarat pinjaman tidak terlalu menyulitkan petani jika
dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti Bank, CU, dll.

Petani dapat memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang cukup rendah,
yaitu 2% per bulan.

Para petani tidak lagi terikat dengan tengkulak yang pada umumnya
memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

Proses penetapan Gapoktan Maju Bersama, Usaha Bersama dan Arih Ersada
sesuai dengan Pedoman PUAP tahun 2008 dan kriteria Gapoktan penerima
BLM-PUAP, vaitu: memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola
usaha agribisnis, mempunyai struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan
dikelola oleh petani, dikukuhkan oleh bupati

. Sistem penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani anggota Gapoktan di

daerah penelitian dalam bentuk pinjaman yang memiliki syarat dan prosedur
yang harus dipatuhi oleh.
Tingkat pengembalian semua pinjaman dana BLM-PUAP di daerah penelitian

tergolong macet.

. Sikap petani responden penerima pinjaman dana BLM-PUAP terhadap

Program PUAP di daerah penelitian adalah “Positif”.

Dampak program PUAP terhadap sosial ekonomi petani penerima pinjaman
dana BLM-PUAP, vyaitu dari sisi sosial meliputi: bertambahnya wawasan
petani tentang simpan-pinjam di Gapoktan, meningkatnya frekuensi interaksi
antar petani, terjadinya konflik antar pengurus Gapoktan dan petani merasa
khawatir tentang isu tuntutan penjara bagi petani yang tidak mengembalikan
pinjaman BLM-PUAP. Sedangkan dari sisi ekonomi yang ditimbulkan oleh

program PUAP adalah petani dapat memperoleh bantuan pinjaman BLM-
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PUAP dengan prosedur dan syarat pinjaman yang mudah dan petani tidak
terikat lagi kepada tengkulak.
Saran
1. Kepada pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan dan sanksi yang tegas
berkaitan dengan kemacetan pengembalian pinjaman BLM-PUAP agar petani
bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman BLM-PUAP.
2. Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang
Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang yang bertugas sebagai
pengawas pelaksanaan program PUAP sebaiknya setiap satu bulan sekali harus
terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
program PUAP di Desa PUAP agar tetap sesuai dengan perencanaan yang
telah dibuat pemerintah PUAP sebelumnya dan jika ada masalah yang dihadapi
oleh Gapoktan dapat segera diatasi
3. Kepada petani

» Petani dihimbau untuk lebih bertanggung jawab dalam mengembalikan
pinjaman BLM-PUAP karena keberlangsungan pelaksanaan program
PUAP sangat bergantung kepada kelancaran pengembalian pinjaman
BLM-PUAP.

» Petani harus membangun “Budaya malu tidak membayar utang”, artinya
petani harus memiliki rasa malu tidak mengembalikan pinjaman sekalipun
pinjaman itu berasal dari pemerintah.

4. Kepada mahasiswa/peneliti
Agar melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini,
misalnya faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan pengembalian pinjaman,
dan hubungan faktor sosial ekonomi petani dengan tingkat pengembalian

pinjaman
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